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SALINAN PUTUSAN
Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA Dgl.

HVEN| PAT] US|
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Il, pekerjaan
CPNS (Guru SDN 9 Banawa), tempat tinggal di Kabupaten
Donggala, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lanta, No. 40,
Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01
Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Donggala, Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA Dgl., tanggal 02 Desember 2015 telah
mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala,
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sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 216/18/VIII/1998 tanggal 24
Agustus 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman bersama di Jalan Lanta No. 11, Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,
selama kurang lebih 17 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak
bernama:

3.1. ANAK I, umur 17 tahun;
3.2. ANAK II, umur 16 tahun;
3.3. ANAK lll, umur 8 tahun;

Kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus
yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama

Cika;
4.2. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
4.3. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak senonoh,

sering memukul Penggugat dan tidak menafkahi selama 4 bulan
terakhir;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah
ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
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merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus

karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR
Apabila Pengadilan Agama Donggala cg. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak
berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah
dilaksanakan oleh mediator, RUSTAM, S.HI., M.H., akan tetapi upaya mediasi
dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 11 Agustus
2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara
agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada
pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut ;

0 Bahwa pada poin 1, 2, 3, 5 dan poin 6 adalah benar;
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0 Bahwa pada poin 4 tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan
lain yang bernama Cika;

0 Bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras sampai mabuk,
Tergugat minum tapi tidak sampai mabuk;

0 Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak
senonoh, dan tidak pernah memukul Penggugat;

0 Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi selama 4 bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan
replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik
yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
216/18/V111/1998, bertanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, alat bukti mana
telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera,
yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan
seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

» Saksi kesatu: SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lanta No. 55, Kelurahan Gunung
Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

(0] Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;

(6] Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

0] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

saksi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah yang

dibangun sendiri;
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(o] Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak,
anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
(o] Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 17 tahun, akan
tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
0 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu
tahun;
(6] Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita
di antaranya bernama: Endang, Cika, dan Milna, bahkan keponakan
sendiri setelah menikah di bawah lari ke Jin. Kedondong sampai 2 hari
dan masih banyak lagi wanita yang saksi tidak ketahui, serta suka minum
minuman keras sampai mabuk, serta selalu berlaku kasar terhadap
Penggugat dan suka marah-marabh;
0 Bahwa saksi melihat kejadiannya, Tergugat mengatakan jangan
campuri urusanku;
0 Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Tergugat akan
tetapi Tergugat masih tetap melakukan perselingkuhan dengan wanita
lain;
» Saksi kedua: SAKSI Il, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Jalan Lanta No. 55, Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
o] Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
0 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
o] Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak,

anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
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(o] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

(o] Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita

di antaranya bernama: Tari, Cika, dan Milna, dan Tergugat suka minum

minuman keras sampai mabuk, serta selalu berlaku kasar terhadap

Penggugat dan anak-anaknya;

(6] Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras;

o] Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun

kejadiannya terulang kembali, Tergugat selingkuh dengan perempuan

lain;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan
keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mau
bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum
tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah
sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan
penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung
cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil
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gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama
Islam yang mengajukan gugatan cerainya, dan Tergugat berdomisili dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan
Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo.
penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala
berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara
maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan
damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya
untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam
membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah
ditempuh upaya mediasi dengan mediator Rustam, S.HIl, M.H., Hakim
Pengadilan Agama Donggala, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil
mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Agustus
2016, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal
154 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang
RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan
Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Rl Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan
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persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup
untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan
Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat
sebagai berikut:

0 Bahwa pada poin 4 tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan
lain yang bernama Cika;

0 Bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras sampai mabuk,
Tergugat minum tapi tidak sampai mabuk;

0 Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak
senonoh, dan tidak pernah memukul Penggugat;

0 Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap
pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang
lebih 1 (satu) tahun, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya
Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini secara lex specialis
merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan
besar (de grote leugen) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap
membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283
Reglement Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan
bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan

gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:
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Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat,
sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan
merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan
Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), yang mempunyai nilai
pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti

tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung
dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara
satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti
kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309
Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang didukung dengan
alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22
Februari 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banawa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah
Nomor 216/18/VI111/1998 tanggal 24 Agustus 1998, sehingga terhadap posita
angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2

orang saksi masing-masing bernama Samaiya binti Laba dan Moh. Rizaldi bin
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Djabir, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang
saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil
keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai
berikut :
0 Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
0 Bahwa kedua orang saksi melihat secara langsung kalau Tergugat sering
selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Endang, Cika, Milna dan
Tari;
0 Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Tergugat suka minum
minuman keras sampai mabuk, serta ringan tangan;

o Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat
tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat
dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini
Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya
tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah
tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat
tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai
Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak
tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya
maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di
persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan

perkawinannya dengan Terguggat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti
dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di
persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

0 Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;

0 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 1 tahun;

o0 Bahwa Penggugat di persidangan memperklihatkan sikap dan tekadnya
untuk bercerai dengan Tergugat;

0 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-
sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat
dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi,
terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun
melalui tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan
Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap

memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian
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maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmabh, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya
mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat
disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah kalau penyebab
tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat justru dari Penggugat sendiri. Dalam
hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah
Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis
hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan
untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang
salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam
perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal
dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap
dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya
akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan
mendatangkan kemudaratan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan
yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di
atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan
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ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 130
menyebutkan :

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi
kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah
Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan
maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga
Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam
Petitum gugatan cerainya, majelis hakim secara ex officio memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanantovea, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tawaeli, Kota Palu, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa,

Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh
NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh
AMAR MARUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI.,, M.HI., masing-
masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS SUBARNO,
S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA | HAKIM ANGGOTA I
TTD TTD
AMAR MA'RUF, S.Ag., RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,
PANITERA PENGGANTI
TTD
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AGUS SUBARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya proses :Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-

4. Biaya redaksi ' Rp. 5.000,-

5. Materai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

AGUS SUBARNO, S.Ag.
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